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Abstract

Public Relations (PR) plays a strategic role in managing information flow and fostering mutually beneficial relationships between a company and its stakeholders. This study aims to analyze the role of PR in managing the communication crises experienced by the ice cream company Aice. The research employs a qualitative approach through a literature review based on journals, books, and previous studies related to crisis communication and public relations. The analysis is conducted using the Situational Crisis Communication Theory (SCCT) and Image Restoration Theory as the foundation for designing effective crisis response strategies, including clarification, apology, and corrective actions. The findings indicate that issues concerning product halal certification and allegations of labor exploitation significantly affected Aice's image and reputation. Therefore, the company needs to implement communication strategies that are prompt, transparent, and accountable. In addition, media relations play a crucial role in shaping public opinion and restoring public trust. From the perspective of Islamic business ethics, reputation recovery should not only rely on communication efforts but also on concrete actions that reflect honesty, fairness, and responsibility. This study concludes that an integrated and ethics-based PR strategy is essential for effective crisis management and the sustainable maintenance of corporate reputation.
Kata Kunci : Public Relations, Communication Crisis, Image Restoration.


A. PENDAHULUAN
Es Krim merupakan salah satu produk pangan beku yang digemari oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Teksurnya yang lembut, rasa yang manis, serta sensasi dingin yang menyegarkan menjadikan es krim sebagai pilihan makanan penutup maupun camilan yang popular di seluruh dunia. Seiring perkembangan zaman, es krim tidak hanya di produksi dengan bahan dasar susu, tetapi juga mengalami inovasi dengan memanfaatkan bahan lokal, sumber nabati, maupun tambahan fungsional yang memberikan nilai gizi lebih tinggi.  Industri makanan dan minuman, khususnya produk es krim mengalami perkembangan pesat seiring dengan meningkatnya gaya hidup masyarakat modern yang menuntut kepraktisan sekaligus kualitas rasa. Es krim tidak hanya dipandang sebagai makanan pencuci mulut, tetapi juga sebagai produk yang mampu menghadirkan pengalaman emosional dan mejadi bagian dari tren konsumsi masyarakat. Salah satu merek es krim yang berhasil menarik perhatian konsumen di Indonesia adalah Aice.
Aice Group Holdings Pte Ltd. adalah sebuah Perusahaan yang terdaftar di Singapura. Aice Group memasuki pasar Indonesia pada tahun 2014, fokus bergerak di bidang produsen es krim dengan merek “Aice”. Fokus utama Aice adalah menghadirkan inovasi, kualitas, enak serta menyebarkan gaya hidup sehat dan trend untuk menjadikan hari-hari yang lebih indah, untu mencapai mimpi menjadi “Merek Es Krim Terpopuler di Asia Tenggara”. Aice adalah salah satu perusahaan es krim terbesar di Indonesia, yang pernah menghadapi krisis komunikasi yang signifikan pada tahun 2020. Krisis ini dipicu oleh tuduhan yang tidak halal dalam produk es krim mereka dan krisis mengenai para buruh yang sulit menerima haknya. Krisis komunikasi adalah situasi dimana perusahaan menghadapi ancaman terhadap reputasi atau citranya karena adanya informasi negatife atau kontroversi yang dapat mempengaruhi opini public. Ini bisa berupa kesalahan internal, skandal, atau kejadian luar yang berdampak pada perusahaan. Sedangkan public relations adalah upaya strategis untuk membangun dan memelihara hubungan baik antara perusahaan dan publiknya, termasuk pelanggan, investor, dan masyarakat umum. Jika Aice menghadapi krisis isu tentang internal maupun eksternal perusahaan, perusahaan perlu respons dengan cepat dan transparan untuk memulihkan kepercayaan public. Aice bisa menggunakan PR untuk membangun citra positif perusahaan untuk mengembalikan reputasi perusahaan Aice.
Sejak tahun 2017, permasalahan yang dialami buruh pabrik PT. Alpen Food Industry (AFI) tidak kunjung usai. Permasalahan tersebut bermula karena adanya kasus eksploitasi buruh pada karyawan es krim Aice. Aice sendiri merupakan salah satu merek es krim yang berada di bawah naungan PT. Alpen Food Industry, sebuah anak perusahaan multinasional dari Singapura. Hingga pada tahun 2020 yang lalu muncul tagar boikot Aice yang beberapa kali menjadi trending Twitter. Gerakan tagar boikot Aice muncul ketika perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada ratusan buruh secara sepihak ketika para buruh melakukan aksi mogok kerja. Pasalnya, aksi mogok kerja tersebut dilakukan karena perusahaan tidak berusaha memperbaiki apa yang diperjuangkan oleh buruh. Salah satu persoalan yang ingin diperjuangkan adalah waktu kerja bagi buruh perempuan yang sedang hamil. Dalam beberapa kasus, buruh yang sedang hamil tetap dipaksa untuk bekerja, bahkan hingga malam hari. Akibatnya banyak dari buruh tersebut yang mengalami keguguran[footnoteRef:4]. Persoalan lain yang ingin diperjuangkan adalah terkait penurunan upah, penanganan yang buruk saat terjadi kecelakaan kerja, sanksi yang tidak proporsional, sulitnya pengambilan cuti, buruh kontrak, kontaminasi lingkungan, mutasi pekerja terhadap anggota serikat, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pengadaan buruh outsourcing, hingga buruh yang dipaksa membuang limbah pada malam hari. Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (F-SEDAR) bersama Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia (SGBBI) PT. Alpen Food Industry telah melakukan aksi unjuk rasa terkait eksploitasi buruh yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan[footnoteRef:5]. Meskipun demikian, dari pihak perusahaan tidak menggubris aksi unjuk rasa tersebut. Jika mengacu pada permasalahan di atas, eksploitasi yang terjadi pada buruh Aice sejalan dengan pemikiran Karl Marx mengenai praktik kapitalisme. Kapitalisme sendiri merupakan suatu paham ekonomi yang memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk melakukan kegiatan ekonomi dan memperoleh keuntungan. Praktik tersebut akhirnya memunculkan kelas sosial, yaitu kelas borjuis dan proletar. Dua kelas yang telah disebutkan memiliki posisi yang sangat berbeda. Kelas borjuis dikenal sebagai kelas pemilik modal, sedangkan kelas proletar merupakan kelas pekerja yang tidak memiliki modal atau alat produksi sehingga memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap kelas borjuis. Dalam praktiknya, kedua kelas tersebut sering mengalami pertentangan karena kelas borjuis sering melakukan penindasan kepada tenaga maupun pikiran dari kelas proletar[footnoteRef:6]. Dalam kasus ini, PT. Alpen Food Industry berperan sebagai kaum borjuis yang melakukan praktik eksploitasi terhadap buruh sebagai kaum proletar dengan tujuan ingin mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa mengeluarkan modal yang besar. Penindasan tersebut mengakibatkan penderitaan bagi kaum buruh sehingga mereka berada dalam posisi yang dirugikan dan mengalami kondisi hidup dalam kemiskinan serta keterasingan atau alienasi yang semakin meningkat. [4:  CNN Indonesia. (2022). Pemberitaan terkait kasus buruh PT Alpen Food Industry.]  [5:  Rahmawati, D., & Hasanah, U. (2023). Perlindungan tenaga kerja dalam perspektif hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Jurnal Hukum dan Ketenagakerjaan, 33–45.]  [6:  Rahmawati, D., & Hasanah, U. (2023). Perlindungan tenaga kerja dalam perspektif hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Jurnal Hukum dan Ketenagakerjaan, 33–45.] 

Kasus ini menjadi perhatian public dan media, serta mempengaruhi citra perusahaan. Aice hadir dengan strategi pemasaran yang agresif, harga terjangkau, serta variasi rasa yang inovatif sehingga mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Produk ini tidak hanya dipasarkan di kota besar, tetapi juga merambah ke daerah-daerah, menjadikannya mudah diakses mudah diakses oleh konsumen. Keberhasilan Aice membangun brand image yang kuat menunjukan adanya keterkaitan antara kualitas produk, strategi distribusi, dan komunikasi pemasaran yang efektif. Dalam era digital saat ini, krisis komunikasi dapat menyebar dengan cepat dan mempengaruhi reputasi Perusahaan[footnoteRef:7]. Oleh karena itu, Perusahaan harus memiliki strategi public relations yang efektif untuk mengatasi krisis komunikasi. Perusahaan Aice dapat menjadi contoh bagaimana Perusahaan dapat mengelola krisis komunikasi dan meningkatkan kemampuan public relations mereka. [7:  Agustina, D., & Pradana, M. (2022). Strategi komunikasi krisis dalam mempertahankan reputasi perusahaan di era digital. Jurnal Ilmu Komunikasi, 145–156.] 

B. PEMBAHASAN
Kajian Teori
Teori Model Situattional Crisis Communication Theory (SCCT) Situational Crisis Communication Theory (SCCT) adalah kerangka kerja teori yang dikembangkan oleh W. Timothy Coombs. Teori ini digunakan untuk memahami dan merancang strategi komunikasi dalam menghadapi krisis. SCCT menekankan bahwa respons komunikasi yang efektif selama krisis harus disesuaikan dengan karakteristik krisis itu sendiri.[footnoteRef:8] Situational Crisis Communication Theory (SCCT) merupakan kerangka teori yang menekankan pentingnya menyesuaikan strategi komunikasi krisis dengan tingkat tanggung jawab yang diasosiasikan publik terhadap perusahaan. Dalam kasus perusahaan Aice, teori ini relevan ketika muncul isu terkait kualitas produk maupun kondisi kerja karyawan. Publik cenderung menilai krisis tersebut sebagai bentuk preventable cluster, yaitu krisis yang terjadi akibat kelalaian atau kesalahan yang seharusnya bisa dicegah. Oleh karena itu, strategi Public Relations Aice tidak cukup hanya bersifat defensif, melainkan harus menekankan transparansi, tindakan korektif, serta permintaan maaf yang tulus. Dengan mengakui kesalahan, memberikan kompensasi kepada pihak terdampak, dan menunjukkan langkah nyata perbaikan, perusahaan dapat mengurangi atribusi negatif publik serta membangun kembali kepercayaan konsumen. Penerapan SCCT membantu Aice menjaga reputasi dan menunjukkan komitmen sebagai merek yang bertanggung jawab, sehingga krisis tidak hanya menjadi ancaman tetapi juga peluang untuk memperkuat citra perusahaan[footnoteRef:9]. [8:  Fahrudin, A., & Sari, D. (2022). Analisis penerapan situational crisis communication theory dalam penanganan krisis perusahaan. Jurnal Komunikasi, 101–112.]  [9:  Kriyantono, R. (2019). Public Relations, Issue & Crisis Management: Pendekatan Critical Public Relations, Etnografi Kritis & Kualitatif. Jakarta: Kencana.] 

Image Restoration Theory (William Benoit) Diperkenalkan oleh William Benoit, teori restorasi citra menguraikan strategi yang dapat digunakan untuk memulihkan citra seseorang dalam suatu peristiwa di mana reputasi telah rusak. Teori restorasi citra dapat diterapkan sebagai pendekatan untuk memahami situasi krisis pribadi dan organisasi. Teori ini berupaya untuk melindungi individu, perusahaan, atau organisasi yang mengalami ancaman terhadap reputasinya.[footnoteRef:10] Pada dasarnya, teori ini menitikberatkan kepada strategi yang digunakan dalam memulihkan citra seseorang/organisasi yang telah rusak. Orang dan organisasi, termasuk perusahaan, pemerintahan dan organisasi nirlaba sering kali menghadapi tuduhan dan kecurigaan akan suatu kesalahan. Tuduhan dan kecurigaan tersebut kemudian menjadi sebuah krisis yang baik besar maupun kecil berdampak kepada citra. Ancaman terhadap citra seseorang tidak dapat dihindari, dan ketika perilaku buruk yang tak terhindarkan (baik aktual maupun yang dipersepsikan) terjadi, orang lain kemungkinan besar akan mengkritik kita dan perilaku kita. [10:  Wulandari, D., & Prasetyo, A. (2024). Penerapan image restoration theory dalam krisis reputasi perusahaan. Jurnal Komunikasi dan Media, 101–115.] 

Pada dasarnya Image Repair Theory berbicara mengenai tipologi dari suatu strategi komunikasi yang dapat diadopsi oleh seorang individu maupun organisasi dalam memperkirakan suatu citra yang lebih baik pada masa krisis. Benoit (2015, pp. 43-49) mendasarkan teori ini dalam dua asumsi. Pertama, bahwa komunikasi adalah aktivitas yang diarahkan pada tujuan. Seorang komunikator mungkin memiliki beberapa tujuan yang tidak sepenuhnya kompatibel. Terkadang, tujuan atau motif seseorang tidak jelas dan kurang tepat. Namun, jika tujuan seseorang jelas, ia akan mencoba untuk berperilaku dengan cara yang dapat mendukung tercapainya tujuan tersebut[footnoteRef:11]. Terlepas dari reservasi ini, secara umumnya komunikasi paling baik dipahami sebagai aktivitas yang disengaja. Komunikator berusaha mengembangkan pesan yang mereka Yakini paling baik untuk mendapatkan tujuan yang paling tepat bagi mereka saat mereka berkomunikasi. Kedua, menjaga reputasi positif adalah salah satu tujuan utama komunikasi. Kerentanan kita terhadap kritik mengarah pada rasa bersalah (internal) dan ancaman (eksternal) di wajah kita, keduanya memotivasi reaksi dari aktor tersebut. Wajah atau gambar begitu penting sehingga serangan persuasif memotivasi respons defensif, karena wajah, citra, atau reputasi seseorang begitu signifikan. Oleh karena itu, ketika reputasi kita terancam, kita merasa harus memberikan penjelasan, pertahanan, pembenaran, rasionalisasi, permintaan maaf, atau alasan atas perilaku kita. Hal ini dikarenakan menyalahkan orang lain dan mengkritik atau keluhan terjadi di seluruh masyarakat, dan karena wajah itu penting bagi semua orang secara virtual, fenomena ini, kebutuhan untuk membersihkan reputasi seseorang melalui wacana, terjadi di semua kehidupan kita, baik di ranah publik maupun pribadi. Menurut Benoit (2015, pp. 58-70), strategi pemulihan citra terbagi atas 5 jenis, yaitu denial atau strategi menyangkal, evasion of responsibility atau strategi menghindari tanggung-jawab, reducing the offensiveness atau strategi mengurangi serangan, corrective action atau tindakan korektif, dan mortification atau menanggung akibat krisis. Terdapat beberapa sub-kategori dalam 3 (tiga) dari 5 (lima) kategori yang ada. Dalam strategi denial, terdapat taktik simple denial dan shifting blame. Dalam strategi evading responsibilities terdapat taktik provocation, defeasibility, accident, dan good intentions. Terakhir, dalam strategi reducing offensives terdapat taktik bolstering, minimization, differentiation, transcendence, attacking the accuser dan compensation. Kelima strategi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:  [11:  Benoit, P. J. (2015). Telling the Success Story: Image Restoration Theory. New York: SUNNY Press.] 

1. Strategi Menyangkal (denial) 
a. Simple Denial adalah salah satu strategi yang dapat dilakukan saat berhadapan dengan penyerangan ataupun tuduhan. Sifat dari penyangkalan sangatlah sederhana, yaitu dengan menyangkal atau menolak tuduhan yang sedang dituduhkan. Strategi ini dapat diyakinkan dengan penjelasan dan bukti-bukti yang tidak cukup dalam tuduhan terkait.
b. Shifting Blame namun saat menyangkal sebuah tuduhan, sering kali muncul pertanyaan lain oleh publik, seperti “Jika bukan Anda yang melakukan, lalu siapa yang melakukan?” Strategi menyalahkan pihak lain ini termasuk jenis penyangkalan, bahkan strategi ini dapat menjadi lebih efektif karena dua hal, yaitu memberikan target lain untuk diserang pada pihak yang ter dampak pada krisis yang terjadi, selain itu menjawab pertanyaan mengenai pihak yang melakukan (bertanggung jawab) atas apa yang telah terjadi.
2. Strategi Menghindari Tanggung Jawab (evasion of responsibility)
a. Provocation Provokasi (provocation) adalah sebuah tindakan yang bersifat tuduhan balik karena kesalahan yang telah terjadi sebelumnya. Salah satu contohnya ialah ketika suatu organisasi bertindak melangkah dengan reaktif terhadap serangan oleh pihak lain.
b. Defeasibility strategi ini merupakan tindakan yang mencoba mengubah tuduhan karena sesuatu hal yang terjadi dan bukan merupakan tanggung jawab pihak tertuduh. Strategi ini efektif dalam mengurangi keyakinan pihak-pihak yang menuduh untuk sepenuhnya menuntut tanggung jawab kepada pihak yang tertuduh atas kelalaian yang telah terjadi.
c. Accident pada dasarnya accident atau kecelakaan merupakan suatu peristiwa yang tidak direncanakan serta merugikan suatu organisasi yang bahkan sering dianggap sebagai suatu musibah. Asumsi inilah yang diharapkan dapat mengurangi tingkat pertanggungjawaban suatu organisasi.
d. Good Intentions berbeda dengan strategi sebelumnya dalam kategori ini strategi good intentions tidak menyangkal telah melaku	kan sebuah kelalaian, namun juga strategi ini menerangkan bahwa adanya niat baik dalam prosesnya. Strategi ini bermaksud untuk mengurangi penyerangan dari pihak yang dirugikan.
3. Strategi mengurangi serangan (Reducing the Offensiveness) 
Pada bagian ini, secara konsep organisasi terus terang melakukan atau setidaknya mengakui tindakan yang menyebabkan suatu krisis yang berkaitan dengan aktivitas suatu organisasi. Strategi ini digunakan suatu organisasi dalam usaha untuk mengurangi dampak negatif yang timbul dari suatu krisis serta berusaha menumbuhkan suatu citra positif. Salah satu hal yang paling sering dilakukan dalam strategi ini ialah pada saat organisasi memberikan pemahaman kepada publik bahwa krisis bukanlah suatu ancaman yang serius. Adapun beberapa cara yang biasanya dilakukan suatu organisasi terkait strategi ini ialah sebagai berikut; 
a. Bolstering Strategi merupakan usaha mengingatkan publik dengan memberi pemahaman bahwa suatu organisasi diisi dengan individu-individu yang berkualitas dalam mereka bekerja sehari-hari sehingga kemungkinan munculnya suatu krisis cukup kecil. Dalam kesempatan yang sama, strategi ini berusaha meyakinkan para profesional dapat mengatasi suatu krisis dengan sebaik-baiknya. Strategi ini berupaya mengingatkan kepada pihakpihak yang terkait mengenai hal positif yang pernah dilakukan sebelum terjadinya krisis tersebut dan sebisa mungkin mengangkat reputasi atau citra yang ter dampak oleh krisis terkait.
b. Minimization Strategi ini juga berupaya memperbaiki reputasi dan citra yang diakibatkan terjadinya sebuah krisis. Minimization merupakan strategi yang memberikan kesadaran kepada pihak yang dirugikan bahwa kejadian yang dirasa merugikan tidak terlalu parah, sehingga tidak perlalu terlalu merasa merugi.
c. Differentiation Strategi ini berupaya membedakan krisis yang terjadi tidak separah seperti apa yang dibayangkan, sehingga dapat mengurangi dampak negatif pada citra pihak yang dituduh.
d. Transendence Strategi ini merupakan bentuk strategi yang mencoba menjelaskan tujuan dari sebuah kesalahan (krisis), karena adanya tujuan yang baik dibalik krisis yang terjadi. Strategi ini dapat mengurangi tuduhan atas kelalaian yang telah terjadi, dan memperbaiki citra tertuduh.
e. Compensation Kompensasi (compensation) merupakan strategi terakhir dalam mengurangi penyerangan/tuduhan yang ditujukan pada pihak tertuduh). Strategi ini seperti penyogokan yang bertujuan memperbaiki citra Perusahaan tersebut. 
4. Tindakan korektif (Corrective Action)
Melalui strategi ini, organisasi berupaya memperbaiki kerusakan dan berjanji untuk mencegah pengulangan krisis. Pada konteks ini, organisasi dimungkinkan melakukan tindakan tertentu tanpa mengakui pihaknya bersalah atau tidak. Perbedaan strategi ini dengan kompensasi adalah, kompensasi merupakan sebuah strategi yang terkesan sebagai hadiah kepada pihak yang ter dampak sedangkan corrective action merupakan strategi yang memperbaiki langsung kesalahan yang mengakibatkan krisis terjadi. 
5. Menanggung akibat krisis (Mortification) 
Organisasi menyatakan kesediaan bertanggung jawab terhadap akibat krisis dan menyampaikan penyesalan serta permohonan maaf. Dalam strategi ini, pihak organisasi melakukan tindakan tertentu disertai permohonan maaf sebagai bentuk tanggung jawab atas tindakan atau penyebab terjadinya krisis baik secara sadar maupun tidak, hal ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk memperbaiki citra organisasi tersebut.
Implementasi dalam Perusahaan Aice
Dalam sebuah perusahaan, public relations (PR) memiliki peran strategis sebagai penghubung yang mengelola arus informasi sekaligus membangun hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara organisasi dan publiknya. Secara praktis, PR bertugas mengelola komunikasi guna menciptakan kesamaan pemahaman, membangun serta mempertahankan citra dan reputasi positif, serta memberikan masukan kepada manajemen terkait dampak kebijakan perusahaan terhadap opini masyarakat. Selain itu, PR juga berperan penting dalam penanganan krisis dan menjalin hubungan dengan media untuk memastikan keberlangsungan perusahaan melalui dukungan publik yang kuat. Melalui komunikasi dua arah, PR tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menyerap aspirasi para pemangku kepentingan agar tercipta keselarasan antara tujuan organisasi dan kepentingan masyarakat. Lebih lanjut, PR berfungsi sebagai penghubung antara organisasi dan publik dalam membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Dalam konteks manajemen, PR menjadi mitra strategis dengan menyediakan data, analisis, dan rekomendasi komunikasi guna mendukung proses pengambilan keputusan serta menjaga citra perusahaan. Ruang lingkup PR mencakup aspek internal dan eksternal, di mana pada aspek eksternal meliputi hubungan dengan pelanggan, masyarakat, media, serta pemerintah. Di era modern, PR menjadi alat komunikasi strategis yang berperan penting dalam membangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang konsisten, transparan, dan persuasif, sehingga citra positif perusahaan dapat terbentuk dan dipertahankan[footnoteRef:12]. [12:  Dewi, A. F., & Misidawati, D. N. (2025). Peran Strategis Public Relations Dalam Membangun Citra Perusahaan. Jurnal Komunikasi, 110-118.] 

1) Strategi Krisis Manajemen Komunikasi
Strategi manajemen komunikasi krisis dalam kasus Aice menuntut pendekatan yang terencana, cepat, dan berorientasi pada pemulihan kepercayaan publik. Mengacu pada Situational Crisis Communication Theory (SCCT) dari W. Timothy Coombs, perusahaan perlu menyesuaikan respons komunikasi dengan tingkat tanggung jawab krisis yang dipersepsikan publik. Karena krisis Aice tergolong preventable cluster, maka strategi yang tepat adalah bersikap transparan, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, serta melakukan tindakan korektif yang nyata. Hal ini diperkuat oleh Image Restoration Theory dari William Benoit yang menekankan pentingnya upaya pemulihan citra melalui kombinasi strategi seperti mortification (pengakuan kesalahan), corrective action (perbaikan sistem), dan reducing offensiveness (misalnya melalui kompensasi dan klarifikasi). Dalam praktiknya, manajemen komunikasi krisis tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga pada pembangunan komunikasi dua arah dengan publik, termasuk mendengarkan aspirasi dan merespons keluhan secara empatik[footnoteRef:13]. Dengan memanfaatkan media digital secara efektif serta menjaga konsistensi pesan, perusahaan dapat mengendalikan narasi krisis dan memperkuat kembali reputasi. Oleh karena itu, strategi komunikasi krisis yang integratif dan berbasis teori menjadi kunci bagi perusahaan untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga bangkit dari krisis dengan citra yang lebih baik. [13:  Nova, F. (2011). Crisis Public Relations: Strategi PR Menghadapi Krisis, Mengelola Isu, Membangun Citra, dan Reputasi Perusahaan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.] 

Selain itu, perusahaan juga berusaha menyajikan versinya sendiri dengan menjelaskan sistem kerja, jam operasional, serta fasilitas yang diberikan kepada karyawan, yang diklaim telah memenuhi standar yang berlaku. Dalam beberapa kesempatan, Aice juga menyebutkan adanya audit atau sertifikasi sebagai bukti kepatuhan terhadap regulasi. Di sisi lain, perusahaan menunjukkan sikap terbuka dengan menyatakan kesediaan untuk berdialog dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan perwakilan pekerja, serta membuka peluang dilakukannya investigasi oleh pihak berwenang guna memastikan kebenaran informasi yang beredar.[footnoteRef:14] Aice juga menyampaikan komitmennya untuk melakukan evaluasi internal apabila ditemukan kekurangan dalam praktik operasionalnya. [14:  Wijaya, E., Widarti, & Sejati, T. (2025). Analisis strategi public relations dalam menghadapi krisis komunikasi di era digital. Jurnal Komunikasi, 113–120.] 

Secara umum, langkah-langkah tersebut mencerminkan upaya manajemen krisis yang menitikberatkan pada klarifikasi, transparansi informasi, dan keterbukaan. Namun demikian, keberhasilan strategi ini sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan publik serta konsistensi perusahaan dalam membangun komunikasi yang kredibel dan berkelanjutan.
2) Public Relation dan Media
Dalam menghadapi krisis komunikasi seperti yang dialami Aice, peran public relations (PR) dalam menjalin hubungan dengan media menjadi sangat strategis sebagai sarana pengelolaan informasi dan pembentukan opini publik. PR tidak hanya berfungsi sebagai penyampai pesan, tetapi juga sebagai pengelola hubungan dengan media untuk memastikan informasi yang beredar tetap akurat, transparan, dan tidak memperburuk citra perusahaan. Dalam perspektif komunikasi krisis, media memiliki peran penting dalam membentuk persepsi publik terhadap tanggung jawab perusahaan, sehingga PR dituntut untuk merespons secara cepat, konsisten, dan terbuka. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa keberhasilan manajemen krisis sangat dipengaruhi oleh transparansi, konsistensi pesan, serta keterlibatan aktif dengan pemangku kepentingan, termasuk melalui media digital[footnoteRef:15]. Selain itu, komunikasi krisis yang efektif tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga pada pembangunan narasi yang mampu menenangkan publik dan memulihkan kepercayaan. Dalam era digital, media sosial menjadi kanal penting yang mempercepat penyebaran informasi sekaligus memperbesar risiko krisis, sehingga PR harus mampu memanfaatkannya secara strategis untuk merespons isu secara real-time dan membangun komunikasi dua arah dengan publik. Dengan demikian, pengelolaan hubungan media yang efektif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi menjadi kunci bagi perusahaan dalam menjaga reputasi serta mengendalikan dampak krisis di tengah arus informasi yang semakin cepat. [15:  Wijaya, E., Widarti, & Sejati, T. (2025). Analisis strategi public relations dalam menghadapi krisis komunikasi di era digital. Jurnal Komunikasi, 113–120.] 

Dalam konteks ini, perusahaan seharusnya secara rutin menjalin komunikasi dengan media melalui penyampaian siaran pers yang sistematis dan informatif, sehingga saat muncul isu, media telah memiliki sumber informasi resmi yang dapat dipercaya. Selain itu, perusahaan perlu segera memberikan respons melalui konferensi pers atau pernyataan langsung kepada jurnalis untuk menghindari kekosongan informasi yang berpotensi diisi oleh spekulasi atau opini yang tidak berimbang. Peran PR juga penting dalam memastikan bahwa setiap pesan yang disampaikan bersifat transparan, berbasis data, dan tidak terkesan terlalu defensif, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan baik dari media maupun publik. Di sisi lain, membangun hubungan personal yang baik dengan wartawan turut menjadi aspek penting, karena hubungan yang positif dapat mendorong pemberitaan yang lebih proporsional.
Dalam kasus seperti Aice, strategi media relations yang ideal tidak hanya sebatas memberikan bantahan, tetapi juga disertai dengan penyediaan bukti yang jelas, membuka akses wawancara, serta menyampaikan perkembangan terbaru secara berkala. Dengan demikian, media dapat berperan tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam membantu perusahaan mengelola krisis dan memulihkan citra positif di mata masyarakat.
3) Pemulihan Citra Dalam Adab Islam
Dalam perspektif Islam, pemulihan citra (reputation recovery) tidak hanya berorientasi pada strategi komunikasi semata, tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai etika dan moral seperti kejujuran (ṣidq), tanggung jawab (amanah), serta keterbukaan (tabligh). Dalam konteks krisis yang dialami Aice, upaya pemulihan citra sejalan dengan prinsip yang dikemukakan oleh William Benoit, khususnya melalui strategi mortification (pengakuan kesalahan) dan corrective action (tindakan perbaikan). Namun, dalam Islam, langkah tersebut harus disertai dengan sikap taubat yang tulus, yaitu mengakui kesalahan, memperbaiki kerugian yang ditimbulkan, serta berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan di masa depan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an bahwa Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri (QS. Al-Baqarah: 222).[footnoteRef:16] [16:  QS. Al-Baqarah : 222, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.] 

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِۗ قُلْ هُوَ اَذًىۙ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاۤءَ فِى الْمَحِيْضِۙ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَۚ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ
Artinya : “Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah suatu kotoran.” Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.” (QS. Al-Baqarah: 222)

Selain itu, dalam etika bisnis Islam, perusahaan juga dituntut untuk berlaku adil terhadap seluruh pihak, termasuk pekerja, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang menekankan pentingnya memberikan hak pekerja secara layak dan tepat waktu[footnoteRef:17]. Dengan demikian, pemulihan citra dalam perspektif Islam tidak cukup hanya melalui komunikasi yang persuasif, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata yang mencerminkan keadilan, tanggung jawab sosial, serta kepedulian terhadap kesejahteraan karyawan dan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya membantu memperbaiki reputasi perusahaan, tetapi juga membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan karena didasarkan pada nilai-nilai moral dan spiritual. [17:  Hafidhuddin, D., & Tanjung, H. (2013). Manajemen Syariah dalam Praktik. Jakarta: Gema Insani.] 

Berikut Hadist yang memperkuat pembahasan berikut ini :
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
Artinya : “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadist ini menegaskan bahwa setiap individu, termasuk pemimpin dalam sebuah organisasi atau perusahaan, memiliki tanggung jawab moral dan amanah atas apa yang dipimpinnya. Dalam konteks pemulihan citra menurut adab Islam, hadist ini mengandung makna bahwa ketika terjadi krisis atau kesalahan, pihak yang memiliki otoritas tidak boleh menghindar dari tanggung jawab, melainkan harus berani mengakui, memperbaiki, dan mempertanggungjawabkan dampak dari tindakan yang telah dilakukan. Pemulihan citra dalam Islam tidak hanya bersifat simbolik atau sekadar strategi komunikasi, tetapi merupakan bentuk pertanggungjawaban nyata (amanah) kepada Allah dan kepada manusia. Seorang pemimpin perusahaan dituntut untuk bersikap jujur (ṣidq), transparan (tabligh), serta adil dalam mengambil keputusan, terutama ketika menyangkut hak-hak pihak lain seperti karyawan dan masyarakat. Hadist ini juga menegaskan bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil akan dimintai pertanggungjawaban, sehingga dalam situasi krisis, langkah seperti meminta maaf, melakukan evaluasi, serta memperbaiki sistem yang bermasalah merupakan bagian dari implementasi nilai Islam.
Dalam konteks perusahaan, hal ini berarti bahwa komitmen terhadap perbaikan tidak boleh berhenti pada pernyataan formal semata, tetapi harus diikuti dengan implementasi kebijakan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, konsep ihsan (berbuat kebaikan secara optimal) juga menjadi landasan penting dalam membangun kembali kepercayaan publik, di mana perusahaan tidak hanya memperbaiki kesalahan, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan dan tanggung jawab sosialnya.[footnoteRef:18] Dengan demikian, pemulihan citra dalam Islam bersifat holistik karena mencakup dimensi spiritual, etis, dan sosial, sehingga mampu menciptakan reputasi yang tidak hanya baik di mata manusia, tetapi juga bernilai di sisi Allah SWT. [18:  Antonio, M. S. (2011). Etika Bisnis dalam Islam. Jakarta: Gema Insani.] 


C. PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian, public relations (PR) memiliki peran penting dalam mengelola krisis komunikasi perusahaan. Pada kasus Aice, penerapan strategi komunikasi yang cepat, transparan, dan bertanggung jawab melalui pendekatan Situational Crisis Communication Theory (SCCT) dan Image Restoration Theory terbukti penting dalam menjaga serta memulihkan reputasi perusahaan. Hubungan yang baik dengan media juga berperan dalam membentuk opini publik dan membangun kembali kepercayaan masyarakat.Dalam perspektif Islam, pemulihan citra tidak hanya dilakukan melalui komunikasi, tetapi juga melalui penerapan nilai-nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan amanah dalam praktik bisnis. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan strategi komunikasi krisis yang terstruktur, memperkuat transparansi, serta menjunjung tinggi etika bisnis guna menjaga reputasi secara berkelanjutan. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan yang lebih luas agar menghasilkan kajian yang lebih komprehensif.
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